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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Mochamad Lukman Saleh bin Haryono, NIK 3577011103790005, umur 43
tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Serabutan,
tempat kediaman di Jalan Pilang Madya No. 18, RT 002 RW
001, Kelurahan Pilangbango, Kecamatan Kartoharjo, Kota
Madiun, sebagai Pemohon;

melawan

Mei Ambarwati binti Slamet Sukiman, NIK 3577015605800004, umur 42
tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan
Kantin, tempat kediaman di Jalan Panglima Sudirman Gg.
Jambe, No. 6-B, RT 037 RW 012, Kelurahan Kejuron,

Kecamatan Taman, Kota Madiun, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa

alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2022
telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Kota Madiun pada hari itu juga dengan register perkara
Nomor 266/Pdt.G/2022/PA.Mn, dengan dalil-dalil sebagai berikut :
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1. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2001, Pemohon dan Termohon telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman Kota Madiun,
sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 06/06/1/2001,
tertanggal 03 Januari 2001,

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama
berpindah-pindah terkadang di rumah Pemohon dan kadang di rumah
Pemohon selama 4 tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama :
Mohammad Ronan Syah, Laki-laki, Madiun, 24 September 2001;

3. Bahwa sejak September 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena adanya ketidakcocokan
dalam berkomunikasi antara Pemohon dan Termohon, serta Pemohon
bekerja dan memberikan nafkah kepada Termohon akan tetapi Termohon

merasa kurang dengan pemberian nafkah dari Pemohon;

4. Bahwa, puncaknya pada bulan Januari 2022 terjadi pertengkaran masalah
yang sama kemudian Termohon pergi dari rumah bersama dan sekarang
belum kembali dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan
Panglima Sudirman Gg Jambe No 6 B, RT 037 RW 012 Kelurahan Kejuron,
Kecamatan Taman, Kota Madiun;

5. Bahwa mengingat Pemohon bekerja serabutan dengan penghasilan
rata-rata per bulan sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka jika
terjadi perceraian Pemohon agar bersedia memberikan nafkah kepada
Termohon;

6. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan
ketentuan syara’', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada
Termohon selama masa iddah sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu
rupiah);

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon
untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon
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kepada Ketua Pengadilan Agama Madiun kiranya berkenan menerima dan

memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan:

a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan Nomor
401/78/401.301.5/2022;

b. Kartu Indonesia Sehat dengan Nomor 0002163597658;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun cq. Majelis Hakim yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :
Primer
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

2. Memberikan izin kepada Pemohon (Mochamad Lukman Saleh bin
Haryono) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Mei
Ambarwati binti Slamet Sukiman) di depan sidang Pengadilan Agama

Kota Madya Madiun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar
talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa nafkah iddah
setiap bulan sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selama masa
iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus
ribu rupiah);

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono);

Bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk berperkara secara
cuma-cuma, Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Pemohon
berdasarkan Putusan Sela Nomor 266/Pdt.G/2022/PA.Mn pada tanggal 08
Agustus 2022 Masehi, bertepatan tanggal 10 Muharram 1444 Hijriyah, yang
mana merupakan bagian tak terpisahkan dari perkara a quo;

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 266/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan
Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan

Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan
mediator bernama Dr. H. Sofyan Zefri, S.Hi., M.Si sebagaimana laporan
tanggal 25 Juli 2022, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraiannya
tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraiannya berhasil sebagian
sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 25 Juli 2022 yang isinya

sebagai berikut:

Pasal 1

Sebagai akibat terjadinya perceraian, Pemohon bersedia membayar hak-hak

Termohon, berupa:

1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).;

2. Nafkah iddah sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selama 3
(tiga) bulan dengan jumlah seluruhnya Rp 600.000,00 (enam ratus ribu
rupiah)

Pasal 2

Pembayaran kewajiban Pemohon kepada Termohon sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 1 dan Pasal 2 di atas dilaksaanakan oleh Pemohon sesaat
sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak talaknya terhadap Termohon di

depan sidang Pengadilan Agama Kota Madiun;

Pasal 3

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara
untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan
putusan apabila permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon
dikabulkan;
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Pasal 4
Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara
mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon dan putusan pengabulan
talak Pemohon tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi

dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak
mengajukan jawaban karena pada tahap sidang tersebut dan sidang-sidang
berikutnya Termohon tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya
meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta

tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sabh;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah

mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Mochamad Lukman Saleh
Nomor 3577011103790005 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota
Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos
dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua
Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 06/06/I/2001 Tanggal 03 Januari
2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Taman Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah
dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan

saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Lilik Retno D binti Tomo, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pilangmadya No.
23, RT 001 RW 001, Kelurahan Pilangbango, Kecamatan Kartoharjo, Kota

Madiun, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
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- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan
dengan Pemohon sebagai adik ipar Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada
tanggal 03 Januari 2001 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Taman Kota Madiun;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon

tinggal bersama di rumah kediaman bersama,;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah

dikaruniai seorang anak, bernama Mohammad Ronan Syah;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih
sejak September 2019 sudah tidak rukun lagi sering terjadi

pertengkaran;

- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon

cekcok;

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan
rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon
bekerja dan memberikan nafkah kepada Termohon akan tetapi

Termohon merasa kurang dengan pemberian nafkah dari Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah
rumah sejak Januari 2022 sampai dengan sekarang dan sudah tidak

bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha

merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. Arya Bayu bin Sudarti, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pilang Raya, Gang Mushola,
RT003 RWO001, Kelurahan Pilang Bangu, Kecamatan Kartoharjo, Kota

Madiun, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki
hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
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- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri
yang sah yang menikah pada tanggal 03 Januari 2001 di Kantor Urusan
Agama (KUA) Kecamatan Taman Kota Madiun;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon

tinggal bersama di rumah kediaman bersama,;

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon
telah dikaruniai seorang anak, bernama Mohammad Ronan Syah,
Laki-laki, Madiun, 24 September 2001;

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon
sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
sejak akhir tahun 2019 yang mengakibatkan antara Pemohon dan
Termohon sudah pisah rumah sejak awal tahun 2022 sampai dengan
sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak
pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran
Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon selalu merasa
tidak cukup atas pemberian nafkah dari Pemohon;

- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan
Termohon bertengkar, dan kabar ketidakharmonisan rumah tangga
mereka sudah menjadi pembicaraan umum di daerah tempat tinggal

mereka;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan

merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada

pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon untuk beracara
secara cuma-cuma (prodeo) karena Pemohon tidak mampu membayar biaya
perkara karena tergolong miskin, Majelis Hakim telah mempertimbangkan
dalam Putusan Sela Nomor 266/Pdt.G/2022/PA.Mn pada tanggal 08 Agustus
2022 Masehi, bertepatan tanggal 10 Muharram 1444 Hijriyah, yang amarnya
pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon untuk berperkara secara
cuma-Cuma dan membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya
perkara yang timbul dalam perkara a quo, dan untuk mempersingkat uraian
putusan ini, maka segala keadaan mengenai duduk perkara dan pertimbangan
hukum serta amar putusan sela tersebut diambil alih dan dijadikan pula sebagai
pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah
berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon
dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim
berpendapat ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga
telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Hakim bernama Dr. H. Sofyan
Zefri, S.H.l.,, M.S.l., yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraiannya
tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraiannya berhasil sebagian
sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal tanggal 25 Juli 2022,
karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam
Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;
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Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka
pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai
ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa pada sidang pemeriksaan permohonan hingga akhir
pemeriksaan perkara Termohon tidak pernah hadir lagi meskipun telah
diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut, padahal sebelumnya
Termohon pernah hadir di sidang, karena itu permohonan ini harus diperiksa di

luar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan
Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan
dan pertangkaran disebabkan Pemohon bekerja dan memberikan nafkah
kepada Termohon akan tetapi Termohon merasa kurang dengan pemberian
nafkah dari Pemohon akibatnya sejak Januari 2022 telah berpisah tempat
tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi
apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut,
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang

saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup,
telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat
tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat
kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh
Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai

akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti
bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Madiun, dengan
demikian Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Madiun berwenang
untuk memeriksan dan mengadili permohonan Cerai Talak yang diajukan
Pemohon (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
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Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai
cukup, telah dicap pos (hazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti
surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan
bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 03 Januari
2001, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga
telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon
dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 Januari
2001 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman Kota Madiun, hal

tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat
sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai persona standi in judicio
memiliki legal standing sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak
yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang
dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan
sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal

sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai
hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga
Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar
langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh
karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi
tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;
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Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan
cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi
tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon
yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa sejak September 2019 antara Pemohon dan Termohon sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon bekerja
dan memberikan nafkah kepada Termohon akan tetapi Termohon merasa

kurang dengan pemberian nafkah dari Pemohon;

2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan
Termohon sudah pisah rumah sejak Januari 2022 hingga sekarang dan
selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak
melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana

layaknya suami isteri;

3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga
Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan
Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk
merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena
Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon dalam upaya mediasi telah melakukan

kesepakatan perdamian sebagian perihal nafkah iddah dan mut’ah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas
dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan

hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis
Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon
benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi
untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah

tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan
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sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang

terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqgarah ayat 227, yang berbunyi :
p 28 2 T8\ LA e 2
’.'ADCES‘ Ab\o}fc‘—\.\aﬂ\_,o_,cgp

Artinya : “Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah
Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqgarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah
satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum
permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal
118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh
Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami
dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri

selama istri masih dalam iddah;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan
dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan
perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum
dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian yang pada pokoknya adalah

sebagai berikut :

1. Sebagai akibat terjadinya perceraian, Pemohon bersedia membayar

hak-hak Termohon, berupa:

a. Mut’ah berupa uang sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
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b. Nafkah iddah sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selama 3
(tiga) bulan dengan jumlah seluruhnya Rp 600.000,00 (enam ratus ribu
rupiah);

2. Pembayaran kewajiban Pemohon kepada Termohon sebagaimana
disebutkan di atas dilaksaanakan oleh Pemohon sesaat sebelum Pemohon
mengucapkan ikrar talak talaknya terhadap Termohon di depan sidang
Pengadilan Agama Kota Madiun;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan
Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan
kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat
perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila
perceraiannya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan
dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, b. tidak merugikan
pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati
kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal
tanggal 25 Juli 2022, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak
bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak
merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan
tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini
serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Majelis Hakim
menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan

kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat
dalam Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomol tahun 2014 tentang Pedoman
Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan,
maka berdasarkan Putusan Sela tertanggal 08 Agustus 2022, yang pada
pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon untuk berperkara cuma-cuma
(prodeo), maka Pemohon dibebaskan untuk membayar segala biaya perkara

yang timbul dalam perkara ini;
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Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Mochamad Lukman Saleh bin Haryono)
untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Mei Ambarwati
binti Slamet Sukiman) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Madiun;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon pada saat ikrar
talak berupa:
3.1.Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
3.2.Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 600.000,00 (enam

ratus ribu rupiah);

4. Membebaskan Pemohon dari semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 10 Muharram 1444 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Sofyan Zefri.,
S.H.l., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Ulfiana Rofigoh, S.H.I dan Lusiana
Mahmudah, S.H.l., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan
dibantu oleh Hanim Makhsusiati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta

dihadiri oleh Pemohon dan di luar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.l., M.S.1.
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Hakim Anggota Hakim Anggota
Ttd. Ttd.
Ulfiana Rofiqoh, S.H.I Lusiana Mahmudah, S.H.l., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hanim Makhsusiati, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 0,00
2. Proses : Rp. 0,00
3. Panggilan : Rp. 0,00
4. PNBP Panggilan : Rp. 0,00
5. Redaksi : Rp. 0,00
6. Meterai © Rp. 0,00
Jumlah : Rp. 0,00 (NIHIL)
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